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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fadjar Churniawan

Jabatan : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus |Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu,

N2>F

M. Fadjar Churniawan
NIP 197205041998031007
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TARUN 2025

Nama : M. Fadjar Churntawan
NP : $97205041998031007
Jabatan : Bupati
Unit Kerja : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
. N - Triwulan
Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I m l m - Tahunan Keterangan
Sasaran Strategis
1 Terwujudaya Kabupaten Indeks Kepuasan Layanan Sistern Monev [Dasar Hukum NiA 93,2 NIA 832 93,2 Nilai
Administrasi Kepulauan Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Seribu Sebagai Kabupaten Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Wisala Bahari, Religi, Lestari
dan Berbudaya yang Definisi Operasicnal :
Memberikan Layanan Pubiik tndeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasit rata-rata penguiuran dari survei kepuasan
dan Pemerataan Hasil masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
Pembangunan Optimal kocrdinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahar kewenangan
Metcde Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanzan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahas, hasil indeks efekiififas koordinasi kabupaten administrasi, serta
hasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukeng bidang
unsuy Kabupaten Administrasi
Sumber Dala :
Hasil Perhilungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan
petimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan Sistern Monev [Dasar Hekum N/A 93.2 NFA 93,2 93,2 Nilai

Kabupaten Administrasi

Kinerja

Peraturan Menteri Pendayaguaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Cefinisi Operasianal :

{ndeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan.

Metode Pengukeran

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten adminisirasi, serta
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
unsur Kecamatan Administrasi

Sumber Data :
Hasil Perhilungan Mandiri (rata-rata} Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei




Triwutan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahenan Keterangan
[ I i i
Indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev [Dasar Hukum : N/A 93,2 N/A 93,2 93,2 Nilai
Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Peayelenggara Pelayanan Pubiik
Definist Operasional :
tndeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metede Pengukuran : 7
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kefurahan, hasll indeks efekiifitas kcordinasi kabupaten adminisirasi, serta
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
unsur Kota Administrasi
Sumber Dala :
Hasil Perkitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasit Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifilas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev {Dasar Hukum : NIA 43,2 NfA 93,2 93,2 Nifal
Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Susvei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi :
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rafa pengukuran dari survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegialan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kotafkabupaten adminisirasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metods Pengukuran :
Hasii dipercleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasif indeks efektifitas koordinasi kabupaten administasi, serta
hasit indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendiukung bidang
urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Qlahraga
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koardinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev {Dasar Huksm . N/A 93,2 NIA 83,2 93,2 Nilai

Kabupaten Administrasi

Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tertang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi Operasional :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakal terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan ¢l kecamatan dan kefurahan, hasil indeks kepuasan
keordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasit diperoieh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerjfa Sumber Data Pengekuran Kinerja Tahunan Keterangan
| il L v
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rala) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efekiifitas Koordinast dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev [Dasar Hukum N/A 93,2 NIA 93,2 93,2 Nilai
Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemoar 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi Operasional ;
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepliasan
masyarakat terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupalen administrasi dan indeks pelimpahan kewsnangan
Metode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efextifitas koordinasi kabupalen administrasi, sera
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan pefimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata} Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev [Dasar Hukum NIA 93,2 NIA 932 93,2 Nilai
Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Taiun 2017 tenfang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi Operasional ;
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari sturvei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasii indeks kepuasan
koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakal terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten admisistrasi, serta
hasit indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dafam rangka mendukung bidang
unsusr Kepegawaian
Sumber Dala :
Hasil Peshitungan Mand/ri {rata-rata) Ates Hasil Survei Kepuasan Masyarakal, Efektifilas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melafui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev [Dasar Hukum : N/A 93,2 NiA 93,2 93,2 Nilai

Kabupaten Administrasi

Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedcman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi Operasional :

tndeks kepuasan layanan kabupaten administeasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupaten adminisirasi dan indeks pelimpahan kewenangan




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunran Keterangan
| i il v
Mstode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregast dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegialan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasit indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan datam rangka menduking bidang
urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Data :
Hasll Perhitiungan Mandiri (rata-rata) Alas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efekiifitas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
indeks Kepuasan Layanan Sistem Monev |Dasar Hukum : NIA 93,2 N/A 93,2 93,2 Nital
Kabupaten Administrasi Kinerja Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyususan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pefayanan Publik
Definisi Operasional :
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakal terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupaten adminislrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Melode Pengikuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamalan dan kelurahan, hasil indeks efeklifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta
hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
yrusan Pemerintahan Bidang Sosial
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandirl {rata-rata) Atas Hasit Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifilas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan L.ayanan Sistem Monev [Dasar Hukum : N/A 93,2 N/A 93,2 93,2 Nilai

Kabupaten Administrasi

Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirckrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi Operasicnal :

Indeks kepuasan layanaa kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan
koordinasi kabupaten adminisirasi dan indeks pelimpahas kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap tayanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efekdifitas koordinasi kabupaten administrasi, serla
hasi! indeks kepuasan masyarakat terhadap jayanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang
urysan Pemerintahan Bidang Lingkungaa Hidup

Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Alas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan
pelimpahan kewenangan yang dilakukan melaiui Jaksurvei




Triwafan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja l ; m m Tahunan Keterangan
2 |Meningkainya Kinerja Melalui {Indeks Kepuasan Masyarakat Sistem Monev {Dasar Hukum NIA 46 N/A 96 96 Nitai

Koordinasi Penyelenggaraan |Terhadap Layanan Kegiatan Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pelayanan di Wilayah dan Kelurahan

Kabupaten Administrasi Definisi Operasional :

Kepulauan Seribu yang Indeks kepuasan masyarakal terfadap layanan kegiatan kemasyarakatan {termasuk di kecamatan dan kelurahan)

Optimal merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kualifas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publix. Adapun unsur fayanan yang di
survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melafui Gerakan PKK,
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melaiui
Pengerahan Jury Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA,
dan Penyelenggaraan Kelerliban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT,
RW, LMK dan FKDM}.
Melode Pengukiran :
Mstode pengukeran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dafam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 {empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikui:
a. Nitai Persepsi 1, dengan nilai interval 1KM sebesar 1,00 — 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 84,99,
b. Nitai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nifai interval konversi 85.00 - 76,60;
c. Nila Persepsi 3, dengan nilal interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nifai interval konversi 76,61 ~ 88,30,
d. Nilai Persepsi 4, dengan ailai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nifai interval konversi 88,31 - 100,00.
Nilai interval IKM diperoleh dari hasil surved yang kemudian diubah menjadi nilai interval kenversi (25 x Nilai
Interval IKM).
Hasil diperoleh dengan cara survel indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan., Kemudian hasil capaian
seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian
Walikata, dengan responden survel adalah masyarakal dan kader minimal 100 orang per pelayanan datam rangka
mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi
Sumber Data :
Hasit Survel Kepuasan Masyarakat malalui Jaksurvei

Indeks Efektifitas Koordinasi Sistem Monev {Dasar Hukum : NFA 80,8 N/A 90,8 90,8 Niai

Kabupaten administrasi

Kinerja

Peratuzan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Peayetenggara Pelayanan Publik

Definisi Operastonal :

Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan kocrdinasi yang dilakukan cleh Kota/Kabupaten Administrasi
terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahar, perekonomian dan
pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

Metode Pengukuran :

Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanzan keordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat
hasii pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksaraan koordinasi pada bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat, serta bidang admiristrasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden Kepala UKPD
di masing-masing Keta/Kabupaten Administrash, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi

Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efextifitas Koordinast pada Bidang Pemarintahan,
Perckonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Indeks Efektifitas Koordinasi
Kabupaten administrasi

Sistem Monev
Kinerja

Dasar Hukum :
Peraturan Meanteri Pendayagunaan Aparatur Negasa dan Reformasi 8irckrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyefenggara Pelayanan Publik

Definisi Operasional ;

Hasil pengukuean terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi
terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, pefekonomian dan
pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

Metode Pengukuran :

Hasit pengukuran terhadagp efeklifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melaiui agregat
hasil pelaksanaan survel kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyal, seria bidang administrast, ekonemi, dan pembangunan, dengan responden Kepala UKPD di
masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang &nsur Kabupaten Administrasi

Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasit Survei Efeklifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan,
Perekcnomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei

N/A

90,8

N/A

90,8

80,8

Nilai

indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistem Money
Kineria

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional ;

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yaag dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyasakat terhadap kuaiitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metode peagukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepiasan lerhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empal),
dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,99,

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval |KM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60,

c. Nilai Persepsi 3, dengan nitai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval koaversi 76,61 - 88,20,

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00,
Hasil diparoleh dengaa cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survel adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 crang. Nilal intervat IKM
dipercleh dart hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {25 x Nilai Inferval IKM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Clahraga

Sumber Data :
Hasil Survei Kepiasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

NIA

94,2

NIA

94,2

94,2

Nilai




Nomor

Sasaran

indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerfa

Triwulan

]

Tahunan

Keterangan

indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistem Monev
Kinerja

Dasar Hukumn :
Peraturan Menteri Pendayagunaaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 teniang
Pedoman Penyusunan Susvei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional ;

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survet kepuasan
kepada masyarakal yang dilakukan unluk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adafah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang
Pakerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metoda pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomer 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 {safu) sampai dengan 4 (empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagal berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval iKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai intervat konversi 25.00 - 64,99;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nitai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval kenversi 65.00 - 76,60;

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, alau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nitai Persepsi 4, dengan nilal interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilst interval konversi 88,31 - 100,00.
Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jurlah respenden susvet minimal 100 orang. Nilai interval IKM
diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {25 x Nilai nterval IKM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Sumber Dala:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan mefalui Jaksurvei

NfA

954

NIA

954

954

Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistern Monev
Kinerja

Basar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpaian kewenangan meripakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara petayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahian Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metoda pengukuran mengacu pada Peraturan Menieri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakal
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan datam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagal berikut:

a. Nilal Persapsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.60 - 64,99,
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilal intervat IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60,
¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nitai Persepsi 4, dengan nilai interval KM sebesar 3,54 ~ 4,00, atau ailai interval konversi 88,31 - 100,00.

NiA

94,2

N/A

84,2

94,2

Nilai
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Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Hastl diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 crang. Nifai interval IKM
diperoleh dari hasit survei yang kemudian diubah menjadi nilai intervat konversi (25 x Nilai Intervai {KM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewsnangan melalul Jaksurvei

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistem Menev
Kinerja

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ¢an Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2047 tenfang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publk

Definsi :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsus layanan yang di survei diantaranya adalah uzusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Adminisirasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Otahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemarintahan Bigang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemeriatahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metede pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaias kepuasan terhadap layanan dalam reniang angka skala {1 (safu) sampai dengan 4 {empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,9;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 - 76,60;

¢. Nitai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30,

¢. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00.
Hasit diperoleh dengan cara survel indeks kepuasan masyarakal, dengan responden survei adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Niai intarval IKM
diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilal interval konversi (25 x Nitai Interval iKM) dalam
rangka mendukung bidang unsur Kepegawaian

Sumber Data :
Hasil Survel Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvai

NfA

9,2

NiA

9,2

91,2

Milai

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sister Money
Kinarja

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Biroksasi Nomer 14 Tahun 2017 fentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyaraka! terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang bingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Urwum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serfa Unsur Kepegawaian,

N/A

90,3

N/A

90,3

80,3

Nilai




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

it

Tahunan

Keterangan

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomer 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalzm rentang angka skala 1 {satu) sampai dengan 4 {empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, deagan nitai interval IKM sebesar 1,00 ~ 2,58, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,89;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nital interval 1M sebesar 2,60 — 3,08, atau nilai interval konverst 65.00 - 75,60,

c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval KM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilal interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00.
Hasil diparcleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Serlb dengan jumiah responden survei minimal 106 orang. Nitai interval IKM
diperofeh dari hasii survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nitai Intervat (KM} dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahaan Bidang Pekerjaan Umum daa Penataan Ruang

Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistem Money
Kinerja

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhacap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survel kepuasan
kepada masyarakat yang dilakukan uatuk menilai tingkat kepuasan masyarakat lerhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adagun unsur fayanan yang di survei diantaranya adalah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Paraturan Menteri PAN dan RB Nomior 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampat dengan 4 (empat),
dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Pessepsi 1, dengan niai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nitai interval konversi 25.00 - 64,99,

b, Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 — 3,08, atau nifai interval konversi 65.00 - 76,60;

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00,
Hasil diperaleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM
dipercleh gari hasit survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval kanversi (25 x Nilai interval |KM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahaan Bidang Sosial

Sumber Data:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksusvei

NIA

94.6

N/A

94,6

94,6

Nitai




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

I

v

Tahunan

Keterangan

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Sistem Monev
Kinerja

Dasar Hukum :
Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahin 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional ;

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yang difakukan uniuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan pubiik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah wrusan
yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepsmudaan Dan Olakraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Ususan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Matode pengukuran mangacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat
melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam renfang angka skala 1 {satu) sampai dengan 4 (empat},
dengan renfang perilaian persepsi sebagat berikut;

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 ~ 2,59, atau nifai interval konversi 25.00 - 64,99;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,05, atau nitai interval konversi 65.00 - 76,60

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 -~ 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,60, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00
Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adafah masyarakat
Kabupaten administrasi Kepulavan Seribus dengan j::miah responden susvel miimal 100 crang. Nilai interval IKM
diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {25 x Nitai Interval IKM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sumber Dala
Hasii Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

90,7

N/A

90,7

80.7

Nilai

Sasaran Relevan Lainnya

3

Meningkatnya kualitas
layanan kepada masyarakat

Survei Kepuasan Layanan
Masyarakat

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Peraluran Menieri Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 {entang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

b. Seruan Gubernur Nomer 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survel atas Kinerja Walikota/Bupati,
Camat, dan Lurah

Definisi Operasional :
Survel atas kinerja Walikota/Bupali yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan
Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing

Metode Pengukuran :
Nitai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei

Sumber Dala :
Jaksurvei

g2

NfA

92

NiA

92

Nilat
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Nomer

Sasaran

Indikater Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

il

Tahunan

Keterangan

Terimplementasinya rencana
sirategis kemunikasi publik
untuk program-program
prioritas dan strategis Daerah

Persentase implementasi rencana
strategi komunikasi publik program
prioritas dan strategis serta respon
perangkat daerah dengan program
prioritas dan strategis pada saat
krisis komunikasi program

g-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan [nformatika

b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja
Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta

Definisi Operasional :

a. Persentase tersusunnya strategi komuaikasi program prioritas dan strategis Daerah.

b. Persentase terpublikasikannya materi komunikast metalui media internat Perangkat Dagrah terpilin atau media
massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.

¢. Persentase respon terhadap keisis komunikasi.

d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar wargane! yang relevan.

Melode Pengukuran :

a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun sirategi komunikasi program prioritas dan
strategis Daerah.

b. Bobot 30%: PD dengan program priofitas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media
internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komupikasi lainnya.

¢. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.

d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaklif terhadap
pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Sumber Data :
hitps:ffkomunikasi jakara.go.id/Login

100

106G

100

100

100

Persentase

Terkelolanya Keuangan
Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuniabel

Persentase Inventarisasi BMD
berupa Aset Tetap Lainnya dan
Aset Tak Berwujud pada Pengguna
Barang danfatau Kuasa Pangguna
Barang

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dagrah
yang telah diubah bercasarkan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahug 2024 tentang Perubahan atas
Perateran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daesah;
b. Peraturan Menter] Datam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

¢. Keputusan Gubernur Nomar 52 Tahun 2023 tentang Peretapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

Definisi Operasicaal:
Capajan Hasil Inventarisasi Sarang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Metode Pengukuran:

a. Bobot 5%

PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD

1. Bobot 85%

PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesual dengan jumiah BMD yang dimiliki

¢. Bobot 10%

PB/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Basil Inventarisasi (LHI)

{Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data:
Maximize }}

Sumber Data :
https:/fjakasel jakaria.go.idfinventarisasifprilogin

25

55

100

100

Persentase

H




Triwulan

Nomor Sasaran tndikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I T m m Tahunan Keterangan
6  |Terwujudnya fata kelola SDt  [Nilai kualitas data SDI e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A N/A NIA- 3,25 325 Nitai

yang baik melalui pemenuhan a. Peraluran Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

daftar data daerah yang b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Oata Tahun 2025

berkualitas
Definisi Operasional :
Nilai Kualifas Data SD¥ terdiri atas 4 aspek yaitu:
a. Aspek Ketepatan Waktu : Meagukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Oala melalsi Wakidata
Pendukung kapada Walidata sesuai dengan jadwal.
b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
melalui Watidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
¢. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui
Walidata Pendukung kepada Walidaia.
d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Dala
Metode Pengukuran
Nilai Kualitas Data SDt = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek
Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]
{Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4}
Keterangan
a. Nilai Aspek Ketepatan Wakiu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumiah data yang wajit terkumpul sesuai
ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = {Jumiah file daia yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai
keletapan)
c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duptikasi pada variabel kunci / Jumiah file
data sesuai ketetapan)
d. Nilai Aspek Validitas Dala = (Jumiah fife datfa yang tervalidasi oleh produsen data / Jumiah file data sesuai
ketetapan)
Catatan :
a. Batas wakiu pengumpulan data adalah langgal 5 bular berikutnya dari jadwal rifls
b. Batas akhir parbaikan data adalah tanggal 26 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data :
Portal Data Provinsi DKI Jakarta

7 Peningkatan Penggunaan Persentase Capaian Peningkatan e-Kinerja  [Dasar Hukum : NIA 100 N/A 100 100 Persenfasa

Produk Datam Negeri

Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peraturan Presidea Nomor 12 Tahun 2021 teniang Perubahar atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahen 2018
tentang Pengadaan BarangfJasa Pemerintah;dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barangiasa Pemerintah

Definisi Cperasional :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi
atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di indonesia ditunjukkan dengan Serlifikat
TKDN danfatau pernyalaan penyedia teleh menggunakan produk dalam negeri (self declare).

b. Sertifikat TKDN adalah seriifikat yang dikeluarkan oleh Kemenlerian Perindusirian yang menjelaskan
kandungan daiam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

c. Belanja Pengadaan adalah belasja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja banfuan sosial barang, dan
belanja medal (melalui Penyedia dan Swakelcla) dengan kode rekening:




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I : m m Tahunan Keterangan
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.06.01.02.0001 - Belanja Hikah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantvan Scsial Barang yang direncarakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.63 - Belanja Modal Gedung dan Bangunaaf. 5.2.04 - Belanja Modal Jalas, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5,2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metode Pengukuran
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikso kecil
dan koperasi dari hasil produksi dalam negerni dibandingkan dengan realisasi pembayarar (SPJ) Befanja
Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan It sekurang-kurangnya 30% {Polarisasi Data: Maximize } dan
Triwulan 1V dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Stabilize ).
Sumber Data :
a. Bighox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)
¢. Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD} P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informast
Pemerintai: Daerah (SIPD) DK Jakarta (BPKD)
Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKi Jakasta pada Triwulan I dergan Target Kinerja sekurang-
kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize ) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 160%
{Pclarisasi Data: Stabifize ).

) Terwujudnya Lingkungan Persenlase implementasi berbagi e-Kinerfia  {Dasar Hukum : 10 40 70 100 100 Persenlase

Organisasi yang mendorong
Pembelajaran, Kolaborasi dan
Berbagi Pengetahuan

pengetahuan melaiui Komunitas
Pembelajar

Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definist Operasional : ]
Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalul kegiatan komunitas pembelajar (Communily of Praclice)

Metode Pengukusan :
Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar {Community of Praclice)

Penghilungan:

TWi:

Bohot 10% : PO/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar
dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025

TWII, IH dan iV :

a. Bobot §%: PD melaksanakan kegiadan Komuaitas Pembelajar sesuai Agenda yang teiah disusun.

b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahiian dan diunggah
pada portal KM {hitps.//km-bpsdm.jakarta.go.id)

¢. Bohot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegialan Komunitas Pembelafar dimanfaatkan oleh 50% dari
Jumlah Pegawai pada PD.

Oulput Sasaran :

a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah {entang Pembeniukan Komunitas Pembelajar dan Agenda
Kegialan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW|

b. 1 {satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengelahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu
kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PO untuk farget TW |4

¢. 1{satu} Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasitkan, maksimal minggu
kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW ill

13




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Trivautan

Hi

Tahunan

Keterangan

d. 1 {satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengelahuan yang dihasilkan, maksimal minggu
kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD uniuk target TW IV

SumberData
https:ifm-bpsdm jakaria.go.id

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahua 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKI Jakaria;

b, Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manaiemen Risike di Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

Definisi Operasional :

Proses Manajemen Risiko dilakukan {erhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan
Rencana Keria Perangkat Daerah yang dilakukan mefalui 5 {lima) tahapan;

a. Komunikasi dan konsuttasi;

b. Penetapan konieks;

¢. Penilaian Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risikc);

d. Penanganan Riséko; dan

e, Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Riskko, dan tren perubahan
besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Metode Pengukuran
[(Jumiah dokumen yang terverifikasi oleh Inspeklorat} / {Seluruh dokumen yang wajib terkumput sesuai batas
wakta pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :

Triwulan |

Dokumen Penilaiaa Risiko Tahun 2025

Dakumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025
Triwulan £

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Metode Pengukuran ;

Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspektorat:

Triwulan |:

Dokumen Penitaian Risiko Tahun 2025

Dokumen Rengana Penanganan Risike Tahun 2025

Triwulan IV

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Sumber Data :
Aplikasi Sl Perisai (inspektorat)

&7

NIA

N/A

100

100

Persen

10

Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Persentase Nilai Kineria Anggasan
atas aspek Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasai 195 Pemerintah Provinsi
DKE Jakasta walib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya
digunakan uniuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah,

NIA

NfA

N/A

7

Fil

Persentase




Triwulan

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah
perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria
penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan

Metode Pengukuran :

(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat
Daerah dan UKPD dibawah kocrdinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI
tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Sumber Data :
Aplikasi S| Mantab (Inspektorat)

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja : T N w Tahunan Keterangan
Definisi Operasional :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Metode Pengukuran :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;
b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;
c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan
d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
a. <60 = Rendah
b.>60s.d70 =cukup
¢.>70s.d90 =Baik
d.> 90 s.d 100 = Sangat Baik
| Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW Il 2026
\
| Sumber Data:
BPKD
11 |Meningkatnya penyelesaian |Persentase progress penyelesaian e-Kinerja  |Dasar Hukum : 25 25 25 25 100 Persentase
tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut rekomendasi temuan Peraturan Gubernur Nomer 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP
temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
eksternal (BPK) Definisi Operasional :

Jakarta, 2025
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

< -
M. Fadjar Churniawan
NIP 197205041998031007

Gubernur Daerah Khuglis
Ibukota Jakarta,




Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
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Nomor | ‘Sasaan ... - yang ditetapkan awal tabun . Kaiterta Keberhasilan - Penanggung Jawab -
Sasaran Strategis
1 Tervujudnya Kabupaten Indeks Kepuasan Layanan 93,2  |RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran |KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan {T/01.1.1. Laporan Hasi{ Analisis Pengukuran 1 Laporan TWI {. Para Asisien
Administrasi Kepulauan Seribu {Kabupaten Administrasi {Bidang Indeks Kualitas Layanan ola Administrasi (faktor penghambat d¢alam pencapaian Indeks {Indeks Kualitas Layanan Kola Administrasi 2. Sekretaris Kabupaten
sebagai Kabupaten Wisala Unsur Kecamatan Administrasi) berdasarkan rekapilulasi Indeks Efekiifitas  |Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efeklifitas
Bahari, Religi, Lestari dan Keordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  jberdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas  Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Berbudaya yang Memberikan Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Layaran Publik dan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Pemerataan Hasi Kelurahan dan indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Tethadap Layanan Pelimpahan
Pembangunan Optimal Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan |Kelurahan dan indeks Kepuasan Masyarakat |Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kecamalan
Kewienangan lingkup Bidang Unsur Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan [Adminisirasi
Kecamatan Administrasi lingkup Bidang Unsur Kecamatan T/O1.1.2.Laporan HasH Analisis Pengukuran 1 Lapoian Wl
Administrasi Indeks Kualitas 1.ayanan Kola Administrasi
perdasarkan rekapitulasi indeks Efekiifitas
Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan gi
Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pefimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kecamatan
Administrasi
Indeks Kepuasan Layaran 932 |RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran [KK1.1. Dirumuskannya faktor pendoreng dan | T/01.1.1.Laporan Hasil Aralisis Pengukuran 1 Laporan TWI 1. Para Asisten
Kabupaten Adminislrasi {Bifang Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi |fakior penghambat dalam pencapaian Indeks |indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi 2. Sekretaris Kabupaten
Unsur Kota Administrasi) berdasarkan rekapitulasi Indeks Efeklifitas  [Kualitas Layanan Kotz Administrasi berdasarkan rekapiulasi Indeks Efgktifitas
Koorginasl, indeks Kepuasan Masyarakat  [berdasarkan rekapitulasi Indeks Efekiifitas  |Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koerdinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  Terhadap Layanan Kegialan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakaf Terhadap Layanan Pelimpahan |Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat |Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kota
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kota  |Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan [Administrasi
Administrasi lingkup Bidang Unsur Kota Adminisirasi - e
T/O1.1.2 Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan TW#l
Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Koordirasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kota
Administrast
Indeks Kepuasan Layanan 83,2 |RA1 Melakukan Anafisis Hasil Pengukuran [KK1.1. Diumuskannya faktor pendorong dan |T/01.1.1.Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan TWi 1. Para Asislen

Kabupater: Administrasi (Bidang
Unsur Kabupaten Administrasi)

Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamaian dan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan fingkup Bidang Unsur
Kabupaten Administrasi

faktor penghambat dalam pencapaian Indeks
Kualitas Layanan Kota Administrasi
bergasarkan rekapilulasi indeks Efeklifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakalan ¢i Kecamatan dan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan
lingkup Bidang Unsur Kabupaten Administrasi

Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
oerdasarkan rekapitulasi indeks Efektifitas
Koordinasi, [ndeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kabupaten
Administeasi

2, Sekrelaris Kabupaten




E
:
i
F
E
:
E
3
>
>
>
‘r
i

Nomor

. Sasaran -
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T/01.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan TW ik
Indeks Kualitas Layanan Kola Administrasi
berdasarkan rekapilulasi Indeks Efektifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kabupaten
Administrasi
Indeks Kepuasan Layanan 93,2 [RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran jKK1.1, Dirumuskannya faktor pendorong dan [T/01.1.1.Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Lagoran TWH Para Asisten
Kabupaten Administrasi (Bidang Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi ifakior penghambat dalam pencapatan Indeks |Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
Urusan Pemerintzhan Bidang berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas iKuaiilas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapilulasi Indeks Efektifitas
Kepemudaan dan Qizhraga) Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  iberdasarkan rekapiulasi Indeks Efekliflas  [Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Ternadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Yerhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakat Teshadap Layanan Pelimpahan {Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat {Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemedniahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan {Bidang Xepemudaan dan Olahraga
Pemerintahan Bidang Kepemudaandan  [lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang
Olahraga Kepemudaan dan Olahraga
TIO1.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran fLaporan TWII
Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekagitulasi Indeks Efeklifitas
Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Peiimpahan
Kewenangan fingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemsudaan dan Olzhsaga
Indeks Kepuasan Layanan 83,2  [RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukoran |KK1.1. Dirumuskanaya faktor pendorong dan |T/01.1.1. Laporan Hasi Analisis Pengukuran 1 Laporan TWI Para Asisten
Kabupaten Administrasi {Bidang Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi |faktor penghambat dalam pencapaian Indeks {Indeks Kualitas Layanan Kola Administrasi
Urusan Pemerintahan Bidang pergasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas  |Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efeklifitas
Perpustakaan) Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakal [berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektiitas  {Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamalan dan Kelurahan dan ndeks Kepuasan
Keturahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamalan dan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan [Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat {Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Bidang Perpuslakaan
Pemerintahan Bidang Perpusiakaan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan
T/01.1.2. Laporan Hasit Analisis Pengukuran 1 Laporan TWI

Indeks Kualitas Layanan Kota Adminislras:
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efekiifitas
Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamalan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan
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Indeks Kepuasan Layanan 93,2 |RA1 Melakukan Analisis Hasii Pengukuran 1KK1.1. Dirumuskanaya fakfor pendorong dan |T/01.1.1.Laporan Hasil Analisis Pengukuran § Laporan TWt Para Asisten
Kabupaten Administrasi (Bidang Indeks Kualitas Layanan Kofa Administrasi Jfakior penghambat dalam pencapaian Indeks |Indeks Kuali{as Layanan Kota Administrasi
Urusan Pemerintahan Bidang berdasarkan rekapitulasi indeks Efeklifitas  {Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapiulasi Indeks Efeklifitas
Kearsipan) Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  |berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas  |Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamalan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Kelsrahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakai Terhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan |Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat [Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan {Bidang Kearsipan
Pemerintahan Bidang Kearsipan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan
T/01.1.2. Laperan Hasil Analisis Pengukuran § Laporan TWII
Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Kocrdinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatar dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan
indeks Kepuasan Layanaa 93,2 [RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran [KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan |T/01.1.1. Laporan Hasil Anafisis Pengukuran t Laporan TWI Para Asisten
Kabupaten Administrasi {Bidang Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi |fakior penghambat dalam pencapaian indeks [indeks Xualitas Layanan Kota Administrasi
Uinsur Kepegawaian) berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas  [Kuaitas Layanan Kota Administrasi herdasarkan rekapituasi Indeks Efeklifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  |berdasarkan rekapitufasi Indeks Efektifdas  |Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layaran Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakai Terhadap Layanan Pelimpahan |Kefurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kepegawaian
Kewenangan fingkup Bidang Unsur Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan
Kepegawaian lingkup Bidang Unsur Kepegawaian
TiO1.1.2, Laporan Hasil Anaiisis Pengukuran 1 Laporan TWI
Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitutasi Indeks Efeklifitas
Koardinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Unsur Kepegawaian
Indeks Kepuasan Layanan 93,2 |RAI. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran {KK1.1. Dirumuskannya fakter pendorong dan |T/01.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan Wi Para Asislen

Kabupaten Administrasi (Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang)

indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhagap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan
Keturahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

faktor penghambat dalam pencapaian Indeks
Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitulasi indeks Efekiifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terkadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan ¢i Kecamatan dan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terbadap Layanan Pelimpahan Kewenangan
lingkup Bidang Urisan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang

lndeks Kualitas Layanan Kata Administrasi
berdasarkan rekapilulasi ndeks Efekiifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan gi
Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Petimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




_ :T.'arge!
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o Waktu
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Nomar o .Sasqrap K : Indikator Kinerja yang ditetapkan awal lahun S Kriteria ?(eber_hasﬂan
F/01.1.2. Laperan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan TW It
Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
berdasarkan rekapitelasi Indeks Efektifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Pekefjaan Umum dan Penataan Ruang
Indeks Kepuasan Layanan 93,2 {RAL Melakukan Analisis Hasil Pengukuran [KK1,1. Dirumuskannya fakior pendorong dan T/O1.1.1. Laporan Hasil Anatisis Pengukuran { Laporan Wi Para Asislen
Kabupaten Administrasi (Bidang Indeks Kuafitas Layanan Kola Adminisirasi fakter penghampat daiam pencapaian Indeks |Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
Urusan Pemerintahan Bidang berdasarkan rekapitulasi Indeks Efeklifitas {Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Sosial) Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakatl  |berdasarkan sekapitulasi Indeks Efekdifilas  |Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  [Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Ternadap Layanan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Terhadap Layanan Pefimpahan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan [Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat |Kewenangar lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (Bideng Sosial
Pemerintahan Bidang Sosial lingkup Bidang Urusan Pemerintanan Bidang [Ti07.1.2, Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan Wil
Sosial Indeks Kualitas Layanan Kota Administrast
berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial
Indeks Kepuasan Layanan 93,2 |RAT. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran [KK1.1. Dirsmuskannya faktor pendorong dan {T/O01.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan TWI Para Asisten
Kabupaten Administrasi (Bidang Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi |fakler penghambat dalam pencapaian Indeks {Indeks Kualifas Layanan Kota Administrasi
Urusan Pemerintahan Bidang berdasarkan rekapitulasi Indeks Efekiifitas  |Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapituasi Indeks Efektifitas
tingkungan Hidup) Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat  |berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektiftas  {Keordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Koordinasi, indeks Kepuasan Masyarakat  {Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Terhadap Layanan Kegiatan Kecamatan dan Keturahan den Indeks Kepuasan
Kelurahan dan Indeks Kepuasan Kemasyarakatan ¢i Kecamatan dan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan |Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat jKewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Kewenangaa lingkus Bidang Urusan Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan {Bidang Lingkungan Hidup
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ii[:gkup Bidang trusan Pemerintahan Bidang TIO1 1.2, Laporan Hasil Analisis Pengukuran 1 Laporan T
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi
nerdasarkan rekapitifasi Indeks Efektifilas
Koordinasi, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup
2 Meningkatnya Kinerja Melalwi | Indeks Kepuasan Masyarakat 86 RA1, Menelapkan Tdentifikasi Permasalahan]KK1.1. Ditetapkannya [dentifikasi T/O1.4.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan § Laporan TWI Kepala Bagian Hukum,

Koordinasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan dan
Peiayanan di Wilayah
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu yang

Optimal

Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan
dan Kelurahan

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Ternadag Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan
Kelurahan

Permasaiahan Hasil Sutvei indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan
Kekirahan

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan ¢i
Kecamalan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan

Ketataiaksznaan dan
Kepegawaian
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- » 'yang ditetapkan awal tahtn - ;
T/01.1.2, Dokumen Identifikasi Permasafahan 1 Laporan TWII
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatar dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan
RAZ. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut  {KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut[T/02,1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan Wi
Penyetesaian Permasalahan Hasil Survei  iPenyelesaian Permasalahan Hasil Survei Penyelesaian Permasalahan Hasil Susvei Indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Indeks Keprasan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanaa Kegiatan
Layanan Keglatan Kemasyarakatan di Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Yang Yelah Ditetapkan ,
Ti02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Laniut 1 Laporan TWll
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Yang Telah Ditetapkan
RA3J, Metaksanakan Pemantavan KK3.1. Terlaksaranya Pemantauan T/03.1.1. Dokumen Hasil Tindzk Lanjut Atas 1 Laporan W
lmplementasi Tindak Lanjut dan Implementasi Tindak Lanjut dan Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Menatapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Ditetapkannya Hasit Tindek Lanjut Atas Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Penyelesaian Permasaiahan Hasil Susrvel  [Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei  |Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Yang Telah Ditetapkan
Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di layanan Kegiatan Kemasyarakatan di T/03.12 Dokumen Hasil Tindak Lanjul Alas TLaporan W
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan . . .
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamalan dan Kelurahan
Yang Telah Ditetapkan
Indeks Efeklifitas Koordinas 90,8 [RA1. Menetapkan identifikasi Permasalahan|KK1.1. Ditetapkannya identifikasi TiO1.1.1. Dokumen ldentifikasi Permasatahan 1 Laporan TWI Kepala Bagian Hukum,
Kabupaten Administrasi {Bidang Hasil Survei Indeks Efeldifitas Koordinasi  [Permasaiahan Hasil Survei Indeks Efektifitas [Hasil Susvei Indeks Efektifitas Koordinasi Ketatalaksanaan dan
Unsur Kota Adminisirasi) Kabupaten Administrasi Bidang Unsur Kola [Koordinasi Kabupaten Administrasi Bidang  [Kabupaten Administrasi Yang Telah Ditetapkan Kepegawaian
Administrasi Unsur Kota Administrasi Bidang Unsur Kota Administrasi
T/01.1.2. Dokumen Identifikasi Permasatahan 1 Laporan TW Il
Hasil Survei indeks Efeklifitas Koordinast
Kabupaten Administrasi Yang Telah Ditetapkan
Bidang Unsur Kota Adminislzasi
RA2. Menetapkan Rencana Findak Lanjut  [KKZ.1, Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut(T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan ™WI
Penyelgsaian Permasalahan Hasil Survei  [Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Penyelesaian Permasalzhan Hasil Survei Indeks
Indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Yang
Administrast Bidang Unsur Kota Adminisirast Bidang Unsur Kota Administrasi | Telah Ditetapkan Bidang Unsur Kota Administrasi
Administrasi
Ti02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjul 1 Laporan TWiI
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Efektifitas Koordinasi Kabupaten Aéministrasi Yang
Telah Ditetapkan Bidang Uasur Keta Administrasi
RA3J. Melaksanakan Pemantauan KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan T/03.1.1. Dokumen Pemantauan Hasil Tindak 1 Laporan TWH

Imptementasi Tindak Lanjut dan
Menetapkan Hasit Tindak Lanjut Atas
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Elektifitas Koordinasi Kabupaten
Adminisirasi Bidang Unsur Kota
Administrasi

Ditetapkanaya Hasil Tindak Lanjut
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
{ndeks Efekiifitas Koordinasi Kabupaten
Adminisirasi Bidang Unsur Kota Administrasi

Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasit
Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten
Administrasi Yang Telah Ditetapkan Bidang Unsur
Kota Administeasi
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Nomor -.yang ditetapkan awal fahun . .:
T/03.1.2. Dokumen Pemantauan Hasil Tindak { Laporan WiV
Lanjut Atas Penyelesatan Permasatahan Hasil
Survei indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten
Administrasi Yang Telah Oitetapkan Bidang Unsur
Kota Administeasi
Indeks Efektifitas Koordinasi 80,8 |RAY. Menetapkan Identifikasi Permasalahan|[KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi T/01.1.1. Dokumen [dentifikasi Permasalahan 1 Laperan TWI Kepala Bagian Hukum,
Kabupaten Administrasi {Bidang Hasif Survel Indeks Efektifitas Koordinasi  |Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektfitas jHasil Survei Indeks Efekiifiias Koordinasi Ketatalaksanaan dan
Unsur Kabupaten Administrasi} Kabupaten Administrasi Bidang Unsur Koordinasi Kabupaten Adminisirasi Bidang  |Kabupaten Administrasi Yang Telah Diletapkan Kepegawaian
Kabupaten Administrasi Unsur Kabupaten Administrasi Bidang Unsur Kabupaten Administrasi
T/01.1.2. Dokumen {dentifikasi Permasalahan 1 Laporan Wil
Hasil Survei Indeks Efektiftas Koordinasi
Kabupaten Administrasi Yang Telah Ditetapkan
Bidang Unsur Kabupaten Administrasi
RAZ2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjul  [KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut [T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TWI
Penyelesaian Permasalahan Hasit Survei  |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei  [Penyelesalan Permasalzhan Hasil Survel Indeks
Indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten Efekiifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Yang
Administrasi Bidang Unsur Kabupaten Administrasi Bidang Unsur Kabugpaten Telah Ditetapkan Bidang Unsur Kabupalen
Administrast Administrasi Administrasi
T/02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laposan Wil
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Efekiifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Yang
Telah Ditetapkan Bidang Unsur Kabupaten
Administrasi
RA3. Melaksanakan Pemantauan KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan T/03.1.1. Dokumen Pemantauan Hasil Tindak { Lapofan TWH
Implementasi Tindak Lanjut dan Bitetapkannya Hasil Tindak Lanjut Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil
Menetapkan Hasdl Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Suivei Indeks Efekiifitas Koordinasi Kabupaten
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei  Hindeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrast Yang Telah Dietapkan Bidang Unsur
Indeks Efeklifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Bidang Unsur Kabupaten Kabupaten Administrasi
Administrasi Bidang Unsur Kabupaten Administrasi
Administrass T103.1.2. Dokumen Pemantauan Hasil Tindak 1 Laporan TWIV
Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil
Survei Indeks Efekdifitas Koordinasi Kabupaten
Administrasi Yang Telah Oitetapkan Bidang Unsur
Kabupaten Adminisirasi
Indeks Kepuasan Masyarakat 94,2  |RA1 Menetapkan Identifikasi Permasalahan[KK1.1, Ditetapkanaya Identifikasi TI01.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWI ¥epala Bagian Hukum,
Terhadap Layanan Pelimpahan Dan Rencana Tindak Lanjut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  |Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan Xetatalaksanaan dan
Kewenangan (Bidang Urusan Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan tpaya Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan  |Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian
Pemerintzhan Bidang Kewenangan Tingkat Kabupaten Kewenangan Tingkat Kabupaten Administrasi |Kabupaten Administrast Keputauan Seribu Yang
Kepemudaan dan Clahraga} Administrasi Kepulauan Seribu Lingkug Kepulauan Seribi Lingkup Bidang Urusan | Telah Ditetapkan Lingkug Bigang Urusan
Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Kepemugdaan dan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kepemudaan dan Clahraga Qlahraga
TH01.1.2, Dokumen idenlifkasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWLIE

Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu Yang
Telah Bitetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
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RAZ2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut  |KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut|T/02.1.1. Dokumen Renrcana Tindak Lanjut 1 L.aporan TwWt
Penyelesatan Permasalahan Hasil Survei  |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat terhadap fayanan
layanan Pefimpahan Kewenangan Tingkat |layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat  {Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Kabugpaten Administrasi Kepulauan Seribu  |Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu  jAdministrasi Kepuiauan Seribu Lingkup Bidang
tingkup Bidang Urusan Pemerintahan Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan BidangUrusan Pemerinlahan Bidang Kepemudaan dan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olzhraga Olahraga
T/02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TWilt
Penyafesaian Permasalahan Hasil Susvei
Kepuasan Masyarakat lerhadap layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepuiauan Sesibu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Dlahraga
RA3. Melakukan Pemaniauan implementasi [KK3.1, Teriaksananya Implementasi Tindak  |T/03.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Laporan T™Wil
Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasii Tindak |Lanjul dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut  |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Lanjut atas Penyefesaian Permasalahan atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasil Susvei Indeks Kepuasan Masyarakat  [Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Peifimpahan Kewenangan|terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan |Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan  |Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Seribu Lingkup Bidang Urusan Seribu Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan {Olzhraga
Pemarintahan Bidang Kepemudaan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Olahraga T/03.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjul atas 1 Laporan TWIV
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Adminisirasi Kepulauan Serbu Lingkup 8idang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Indeks Kepuasan Masyarakat 954  [RA1. Menetapkan Identifikasi Permasatahan KK 1.1. Ditetapkannya Identifikasi T/01.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWI Kepala Bagian Hekum,
Terhadap Layanan Pelimpahan Dan Rencana Tindak Lanjut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  |Rencana Tindak Lanjui Upaya Perbaikan Ketatalaksanaan dan
Kewenangan (Bidang Urusan Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan Upaya Perbatkan Pelaksanaan Pelimpahan  jPefaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian
Pemesniahan Bidang Kewenangan Tingkat Kabupaten Kewenangan Tingkat Kabupaten Administrasi|Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Perpustakaan) Administrasi Kepuiauan Seribu Lingkup Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Urusan  {Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Bidarg Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Perpustakaan
T/01.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWH
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan
RAZ. Menetapkan Rencana Tindak tanjut  |KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut|T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan Wt

Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Agministrasi Kepulauan Seribu
Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan

Penysiesaian Petmasalahan Hasit Survel
lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan

Penyelesaian Permasalahan Hasil Surve
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabugaten
Administrasi Kepulavan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Perpuslakaan




. Sasaran

| Rencana Ak_s? dan/atau Rencana Miligasi

" Kriteria Keberhashan -

 Target Renaksi

- Waktu -

Nomer » Indikator Kiner}g _ Target yang ditetapkan awaltahun -~ A : -.C.)uu.:ut. Rg__na_kgi_. DUTREN Penanggung Jawab
T102.1.2, Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan Wl
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakal terhadap layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabugaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
RA3. Melakukan Pemantauan {mplementasi |KK3.1. Terlaksananya Implementasi Tindak  [T/03.1.1. Ookumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 l.aporan Wi
Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak |Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut  [Penyelesaian Permasalahan Hasi Survei Indeks
Lanjut atas Penyelesaian Permasalahan  |atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat |Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan jTingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan  |Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Seribu Lingkup Bidang Urusan Seribiz Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Bidang Perpustakaan Bidang Perpustakaan TI03.1.2, Dokumen Hasi Tindak Lanjut atas Tiagoran TWIV
Penyelesaian Permasalahan Hasit Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintakan Bidang Perpustakaan
Indeks Kepuasan Masyarakat 94,2 iRA1. Menetapkan ldentifikasi Permasalahan KK 1.1, Ditetapkannya {dentifikasi Ti01.1.1. Lokumen (dentifikasi Permasalahan Dan 1 Laperan ™I Kepala Bagian Hukum,
Terhzdap Layanan Pelimpahan Dan Rencana Tindak Lanjut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  jRencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan Ketatalaksanaan dan
Kewenangan (Bidang Urusan Perbaixan Pelaksanaan Pelimpahan Uipaya Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan  jPelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian
Pemeriniahan Bidang Kewenangan Tingkat Kabupaten Kewenangan Tingkal Kabupaten AdministrasiiKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Kearsipan} Administrasi Kepulavan Seribu Lingkup Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Urusan  {Telah Citetapkan Lingkup Bidang Urusan
Bidang Urusan Pemefintahan Bidang Pemerintahan Bidang Kearsipan Pemearintahan Bidang Kearsipan
Kearsipan
T/01.1.2. Dokumen Identifikasi Permasaizhan Dan 1 Laparan TWHI
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yaag
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan
RAZ. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut  jKK2.1. Ditelapkannya Rencana Tindak Lanjut|T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan ™WwI
Penyelesaian Permasalahan HasH Survei  {Penyelesaian Permasalahan Hasit Survet Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat {erhadap Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat {layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat  |Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  {Kabupaten Administrasi Kepulauan Serbe  |Administrasi Kepilauan Seribu Lingkup Bidang
Lingkup Bidang Urusan Pemeriniahan Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang [Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Bidang Kearsipan Kearsipan
TH02.1.2. Dokumen Rencana Tingak Lanjut 1 Laporan TWHI

Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Keputauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan




Nomor

Sasaran

Target -

Rencana Aksi danfatau Rencané Mitigasi

. “OutputRenaks ~*

Targe_t R_ena_ksi E :

Waktu

Penanggung Jawab :

- Indikator Kinerja - - yang ditetapkan awal tahun - T .Kn_!e__r_la_.th_)g.rha._s_:.l.an_ _ S
RA3J. Melakukan Pemantauan Implementasi JKK3.1. Terlaksananya fmplementasi Tindak [T/03.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Laporan TWII
Tindak Lanjuf dan Menetapkan Hasil Tindak jLanjui dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut  (Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Lanjut atas Penyelesaian Permasalahan  {afas Penyelesaian Permasatahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasi Survei indeks Kepuasan Masyarakat jSurvei Indeks Kepuasan Masyarakal Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan fterhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan [Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan  {Urusan Pemerintahan Bidang Keaesipan
Seribu Lingkup Bidang Urusan Seribu Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Bidang Kearsipan Kearsipan T/Q3.1.2. Dokumen Hasi Tindak Lanjut atas 1 Laperan TWiV
Penyelesaian Permasaiahan Hasil Susvei Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepufauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Indeks Kepuasan Masyarakat 91,2 |RA1. Menetapkan Identifikasi Permasatahan |[KK1. 1. Ditetapkannya identifikasi T/01.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan ™WwI Kepala Bagian Hukum,
Terhadap Layanan Pelimpahan {Dan Reacana Tindak Laniut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  {Rencara Tindak Lanjut Upaya Perbaikar Ketatalaksanaan dan
Kewenangan {Bidang Unsur Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan Upaya Perbalkan Pelaksanaan Peimpahan |Pelaksanaan Pstimpahan Kewenangan Tingkal Kepegawaian
Kepegawaian) Kewenangan Tingkal Kabupaten Kewenangan Tingkat Kabupaten Administrasi|Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Administeasi Kepulauan Seribu Lingkup Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Unsur Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Unsur
Bidang Unsur Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
T/01.1.2. Dokumen ldentifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWII
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelzksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Unsur
Kepegawaian
RA2. Menelapkan Rencana Tindak Lanjut  [KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjul |T/02.1.1.Bekumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TWI
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survet  |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Penyelesaian Permasafahan Hasil Surve
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakal terhadap iayanan
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat |fayanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat  [Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  |Kabugpaten Administrasi Kepulauan Seribu  ;Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Lingkup Bidang Unsur Kepegawaian Lingkup Bidang Unsur Kepegawaian Unsur Kepegawaian
T/02.1.2.0ckumen Rencana Tindak Lanjut { Laporan TWIII
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap iayanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Unsur Kepegawaian
RA3. Melakukan Pemantauan Implementasi [KK3.1. Terlaksananya Implementasi Tindak  [T/03.1.1, Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Lapoian TWII
Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak [t.anjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut  [Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Lanjut atas Penyelesaian Permasalahan atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat |Survei indeks Kepuasan Masyarakat Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan|terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administeasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan |Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan  |Unsur Kepegawaian
Seribu Lingkup Bidang Unsur Kepegawaian |Seribu Lingkup Bidang Unsur Kepegawaian T03.1.2. Dokamen Hasi Tindak Lanjit al@s TLaporan W

Penyelesaian Permasaiahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepuiauan Seribu Lingkup Bidang
Unsur Kepegawaian




Target .

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigast

. OutputRenaksl

Target Renaksi - :

Waktu

Penanggung Jawab

Nomqr i ‘Sasaran . Indikator Kinerja =~ - "yang ditetapkan awal tahun e : _Kri_tertg Keberhasilan :
Indeks Keprasan Masyarakat 90,3  jRA1. Menetapkan identifikasi Permasalahan|KK1.1. Ditetapkannya identifikasi TiO1.1.1. Dokumen ldentifikasi Permasalahan Dan { Laporan TWI Kepala Bagian Hukum,
Terhadap Layanan Pelimpahan Dan Rencana Tindak Lanjut Upaya Permasaiahan Dan Rencana Tindak Lanjut  |Rencana Tindak Lanjut Uipaya Perbaikan Kefatalaksanaan dan
Kewenangan {Bidang Urusan Perbaikan Petaksanaan Pelimpahan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan  |Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian
Pemerintzhaan Bidang Kewenangan Tingkat Kabupaten Kewenangan Tingkat Kabupaten Administrasi |Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Pekerjaan Umum dan Penataan Administrasi Kepulavan Seribu Lingkug Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Urusan | Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Ruang) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan |Pemerintahan Bidang Pekeriaan Umum dan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
T/01.1.2. Dokumen ldentifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan TWil
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Pekeriaan Umum dan
Penataan Ruang
RAZ2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut  [KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut|T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan Wi
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei  |Penyelesaian Permasatahan Hasil Survei Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat [iayanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat  |Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Kabupaten Administzasi Kepulauzn Seribu  |Kabugpaten Administrast Kepulauan Seribi  [Adminisirasi Kepulavan Seribu Lingkup Bidang
Lingkup Bidang Urusan Pemeriniahan Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang|Urusan Pemerintzhan Bidang Pekerjaan Umum
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
Ruang
T/02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TW
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survet
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
RA3. Melakukan Pemantauan Implementasi |[KK3.1. Terfaksananya Implementasi Tindak | T/03.1.1. Dekumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Laporan Wil
Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasi Tindak |Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut  [Penyelesaian Permasalahan Hasil Surved Indeks
Lanjut atas Penyelesatan Permasalahan atas Penyelesaian Permasatahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat |Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administrasi Kepulawan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupater: Administrasi Kepulauan |Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan  [Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
Seribu Lingkup Bidang Urusan Seribu Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan (dan Penataan Ruang
Pemerintahan Bidang Pekeriaan Umum dan |Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang _— -
Penataan Ruang T/03.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Laporan TWIV
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pefimpahan Kewenangan Tingkat Kabugaten
Administrasi Kepulavan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
indeks Kepuasan Masyarakat 046  |RAL Menetapkan Identifikasi PermasalahanikKK1.1. Citetapkannya Ideatifikasi TiO1.1.1. Dokumen ldentifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan Wi Kepala Bagian Hukum,
Terhadap Layanan Pelimpahan Dan Rencana Tindak Lanjut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  [Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan Ketatalaksanaan dan
Kewenangan (Bidang Urusan Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan tJpaya Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan |Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian

Pemerintahaan Bidang Sosial)

Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Keputauan Seribu Lingkup
Bidang Urusan Pemerintahan 8idang Sosial

Kewenangan Tingkat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial

Kabupaten Adminisirasi Kepulzuan Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemarintahan Bidang Sesial




Sasaran

" Indikator Kin_arj'a_ '

Target

Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi

= _'Kﬂte;_ig_Keberhaéi!an_ i

- Output Renaksi

'Targel_ Renaksi

‘Waktu

" Penanggung Jawab

Nomor "' yang ditetapkan awal tahun -
T/01.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Dan 1 Laporan T™WIHI
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial
RAZ, Menetapkan Rencana Tindak Lanjut  [KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut{T/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TWI
Penyelesatan Permasalahan Hasil Survei  {Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Penyelesaian Permasalahan Has# Survel
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap indeks Kepuasan Masyarakal terhadap Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
layanan Pefimpahan Kewenangan Tingkat {layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat  |Pefimpahan Kewenangan Tingkal Kabupaten
Kabupalen Administrasi Kepulauan Seribu  {Kabupatea Administrasi Kepulauan Seritu  |Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Lingkup Bidang Urusan Pemeriniahan Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang |Urusan Pemerintzhan Bidang Sosial
Bidang Sostal Sosial T/02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan TWIII
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survel
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Pelimpahan Kewenangzn Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauar Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
RA3. Melakukan Pemantauan Implementasi 1KK3.1, Terlaksananya Implementasi Tindak |T/02.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Laporan W
Tindak Lanjut dan Menatapkan Hasil Tindak {Lanjut dan Menretapkan Hasil Tindak Lanjut |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Lanjut atas Penyelesalan Permasalahan atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat jSurvet Indeks Kepuasan Masyarakat Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan|terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan |{Tingkat Kabupatea Administrasi Kepulauan  |Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Seribu Lingkup Bidang Usan Seribu Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Bidang Sosial Sosial T/03.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas { Laporan TWIV
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakai terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Urysan Pemerintzhan Bidang Sesial
Indeks Kepuasan Masyarakat 90,7  [RA1. Menetapkan !dentifikasi Permasalahan KK 1.1, Ditetapkannya identifikasi T/01.1.1. Dokumen |dentifikasi Permasalahan Dan { Laporan TWI Kepala Bagian Hukum,
Terhadap Layanan Peiimpahan Dan Rercana Tindak Lanjut Upaya Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut  |Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan Ketatalaksanaan dan
Kewenangan (Bidang Urusan Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Pelimpahan  |Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kepegawaian
Pemerintahaan Bidang Kewenangan Tingkat Kabupaten Kewenangan Tingkat Kabupaten Adminisirasi|Kabupaten Adminisirasi Kepulauan Seribu Yang
Lingkungan Hidup) Admirisirasi Kepulauan Seribu Lingkup Kepulauan Seribu Lingkup Bidang Urusan | Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Bidang Urusan Pemeriniahan Bidang Pemeriniahan Bidang Lingkungan Hidup Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Ti01.1.2. Dokumen Identiftkasi Permasalahan Dan 1 Laperan TWilt
Rencana Tindak Lanjut Upaya Perbaikan
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tingkal
Kabupaten Administrasi Kepulauar Seribu Yang
Telah Ditetapkan Lingkup Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidug
RA2. Menelapksa Rencana Tindak Lanjui  [KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut (1/02.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut 1 Lageran Wi

Penyelesaian Permasaiahan Hasil Survei
Indeks Keprasan Masyarakat terhadap
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabugaten Administrasi Kepulavan Seribu
Lingkup Bigang Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup

Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan Pelimpahan Kewenangan Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribi
Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup

Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap fayanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Lingkup Bidang
Uirusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup




Nomer

: Sasaran . -

* Indikator Kinerja -

Target

Re_ncé'na Aksi danlatau Rencana Mitigasi

*- ' Kriteria Keberhaslian .

o .Oulpulﬂ_éﬁaksi _ S

?arget_ Renaksi -

* Waktu

P_e_nanggung Jawab

yang ditetapkan awal tahun . . L
F02.1.2. Bokumen Rencana Tindak Lanjut 1 {aporan W
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei
Kepuasan Masyasakat terhadap fayanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepufauan Seribu Lingkup Bidang
Urusan Pemeriniahan Bigang Lingkungan Hidup
RA3. Melakukan Pemantauan implementast |KK3.1. Terlaksananya Implementasi Tindak  [T/03.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut atas 1 Laporan TWII
Tindak Eanjut dan Menetapkan Hasif Tindak |Lanjut dan Menetagkan Hasil Tindak Lanjut |Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei indeks
Lanjut atas Penyelesaian Permasalahan  [alas Penyelesaian Permasalahan Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Hasil Survei indeks Kepuasan Masyarakat  [Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pefimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan |terhadag Layanan Pelimpahan Kewenangan jAdministrasi Kepulauan Seriu Lingkup Bidang
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan |Tingkat Kabupalen Administrasi Kepulavar  JUrusan Pemerinlahan Bidang Lingkungan Hidup
Seribu Lingkup Bidang Urusan Seribu Lingkup Bidang Urusan Pemerintzhan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |Lingkungan Hidup T/03.1.2, Dokemen Hasil Tindak {.anjut atas 1 Laporan TWiV
Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Tingkat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Sesibu Lingkup Bidang
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Sasaran Relevan Lainnya
3 Meningkainya kualitas layanan | Survei Kepuasan Layanan 92 RA1. Membentuk Tim Monitering dan KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tentang  {T/C1.1.1, Surat Tugas 1 Surat TWI Kepata Bagian Pemerintahan
kepada masyarakat Masyarakat Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Kesejahteraan Rakyat
Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan
atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan
Lurah
RA2. Melaksanakan Monitoring dan KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitosing dan 1T/02.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 Laporan TWI
Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Evaluasi capaian Réncana Aksi Hasil capaian Rencana Aksi Hasil Pefaksanaan Survei
Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan alas [Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati
atas Kinerja Walikola/Bupati Camat dan Kineria Walfikota/Bupali Camat dan Lurah Camat dan Lurah
Lurah T/02.1.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi { Laporan TWil
capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei
Kepuasan Layanan alas Kinerja Walkola/Bupatt
Camat dan Lurah
T/Q2.1.3. Laporan Hasil Menitoring dan Evaluasi t Laporan TWINH
capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei
Kepuasan Layanan alas Kinerja Wafikota/Bupati
Camat dan Lurah
Ti0O2.1.4. Laporan Hasil Menitoring dan Evaluasi { Laporan TWIV
capatan Rencana Aksi Hasll Pelaksanaan Survei
Kepuasan Layanan alas Kinerja Waiikota/Bupati
Camat dan Lurah
4 Terimplementasinya rencana  |Persentase implementasi 100% |RA1, Keikutsertaan dalam bimbingan feknis [KK1.1. Terselesaikannya bimbingan teknis | T/01.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan 1 Laporan Twi Kepala Bagian Umum dan
strategis komunikasi publik rencana slrategi komunikasi terkait strategi komunikasi publik urtuk strategis komunikasi publk untuk pregram-  [teknis strategis komunikasi publik untuk program- Protakel
uniuk program-program publik program peioditas dan penyusunan strategi komunikasi program-  |program pricritas dan strategis Dasrah seda program priofitas dan strategis Daerah serta
pricritas dan strategis Daerah |strategis seria respon perangkat program prioritas dan strategis Daerah serta [penanganan komunikasi krisis penanganan komunikasi krisis
daerah dengan program penanganan komunikasi kiisis TiO1.1.2. Dokumen has# mengikuti bimbingan 1 Laporan W

prioritas dan strategis pada saat
krisis komunikasi program

teknis strategis komunikasi publik untuk program-

program prioritas dan strategis Daerah serta
penanganar komunikasi krisis




Target

Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigast

. Kriterla Keberhasilan ~

L Output Renaksi

Target Renaksi -~

Waklu :

Nomor ; S_asaran - Indikator Kinerja " yang ditetapkan awal tahun _ Pgnanggung Jawab o
T101.1.3. Dokummen hasil mengikuti himbingan § Laporan TW il
teknis strategis komunikasi publik untuk program-
program pricfitas dan strategis Daerah serta
penanganan komunikasi krisis
T101.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan f Laporan TWIV
teknis straiegis komunikasi publik untuk program-
program prioritas dan strategis Daerah serta
penanganan kemunikasi krisis
RAZ2. Evaluasi impiementasi siralegis KK2.1. Terlaksananya evatuasi implementasi | T/02.1.1. Dokumen hasi evaluasi implementasi 1 Dokumen TWI
komunikasi publix uniuk program-program  |strategis komunikasi publik untuk program-  [strategis komunikasi publik untuk program-pregram
pricritas dan strategis Daerah serta pregram pricritas dan strategis Oaerah serla (arorifas dan strategis Daeran serta penanganan
penanganan komunikasi keisis penanganan komunikasi krisis komunikasi krisis
T/02.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi 1 Cokumen Wil
strategis komunikasi publik untuk program-program
prigritas dan strateqis Daerah serta penanganan
komunikasi krisis
T/02.1.3. Dokemen hasil evaluasi implementasi t Dokumen TWHlE
strategis komunikasi publik untuk program-program
prioritas dan sirategis Daerah serta penanganan
komunikasi krisis
Ti02.1.4. Dokumen hasit evaluasi implementasi t Dokurnen TWIY
strategis komunikasi publik untuk program-program
prioritas dan strategis Daerah serta penanganan
komunikasi krisis
§ Terkelolanya Keuangan Persentase Inventarisasi BMD 100%  |RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan  |KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD | T/01.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna 1 Dokumen ™I 1. Kepala Bagian Umum dan
Daerah yang Sehat, berupa Aset Tetap Lainnya dan Daftar BMD berupa Asat Tetap Lainnya dan |berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Protokol
Transparan, dan Akuntabel  |Aset Tak Berwujud pada Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang |Berwujud pada Pengguna Barang danfatan 2. Camat Kepulauan Seribu
Pengguna Barang dan/atau dan/atau Kuasa Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang dan validasi dafar T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi 1 Dokumen Wi Utara '
Kuasa Pengguna Barang amb 3. Camai Kepulauzn Seriby
RAZ. Melaksanakan Invenladisast BMD KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi |7/02.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan 1 Laporan ™I Selatan
berupa Aset Telap Lainnya dan Aset Tak  |BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah  (Inventarisasi BMG per Triwulan
Bervuijud pada Pengguna Barang dan/atau |register pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang ssbagai larget -
TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumiah T102.1.2‘. Laiporan Capalgn Pelaksaraan 1 Laporan TWII
register pada Pengguna Barang danfaau Inventarisasi 8MD per Triwulan
Kuasa Pengguna Barang sebagai target
TW3, sebesar 100% dari kessturunan jumlah [T102 1.3, Laporan Capalan Pelaksanaan 1 Laporan ™I
register pada Pengguna Barang dan/atau Inventarisasi BMD per Triwulan
Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4
RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM daniT/03. 1.1, Berita Acara, SPT.IM dan Laporan Hasil 3 Dakumen TWIV
inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Laporan Hasil inventarisasi {LHI) pada Inventarisasi (LHI)
Lainnya dan Asel Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atav Kuasa Pengguna
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Barang sebagai hasil dari kegiatan
Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap
Lainnya dan Aset Tak Berwujud
8 Terwujudnya tata kelola SDI {Nilai kuaiitas data SOI 3,25  |RA1. Mengikuti rangkaian perencanaza KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data |T/C1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat 1 Berita Acara TWIY Kepala Bagian Umum dan
yang baik melalui pemenuhan data Perangkat Daerah Tahun 2026 Daerah Tahun 2026 Protokol
daftar data daerah yang
berkualitas
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RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat [KX2.1. Tersegianya data fingkup Perangkat |T/02.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat 1 Laporan TWI Kepala Bagian Umem dan
Daerah sesuai Daftar Data Provinsi OKI Daesah yang memenuhi kualitas aspek Daerah yang Berkualitas sasuai aspek vafiditas, Protokol
Jakarta Tahun 2025 validitas, kelengkapan data, ketepatan wakiu, |kelengkapan data, ketepatan waklu, dan keunikan
dan keunikan isi data isi data pada Bulan Desember 2024 sampai
dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada
Portal Salu Data Jakara.
TiO2.1.2. Laperan data SDI lingkup Perangkat 1 Laporan TWH
Daerah yang berkualitas sesuai aspek vaiiditas,
kefengkapan data, ketepatan waktu, dan kesunikan
isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan
Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu
Data Jakarta.
T/02.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat { Laporan ™WII
Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas,
kefenghapan data, ketepatan waktu, dan keunikan
isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan
Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal
Satu Data Jakarta.
T/02.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat 1 Laperan TWIV
Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas,
kelengkapan data, ketepatan waklu, dan keunikan
isi data pada Bulan September 2025 sampai
dengan Bulan November 2025 sesuai capaian
pada Pertal Satu Data Jakarta.
7 Peningkatan Penggunaan Persentase Capaian 100%  |RA1. Membentuk dan/atau: Memperbarui  {KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan T/01.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan 1 Dokumen TWI Kepala Bagian Perekonomian
Produk Balam Negeri Peningkatan Penggunaan Tim Peringkatan Penggunaan Praduk Penggunaan Produk Dalam Negeri (PION)  |Produk Dalam Negeri {P3DN) pada Perangkat dan Pembangunan
Produk Daiam Megeri Dalam Negeri {P3DN) pada Perangkat pada Perangkat Daerah Daerah
RAZ2. Mengumumkan Rencana Umum KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum T/O2.1.4. Hasil Rekapitulasi Pengumuman § Dokumen ™I
Pengadaan {RUP) dan Melakukan Pengadaan (RUP) dengan Total N#ai RUP  |Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan
Penandaan {fagging ) Produk Datam Negeri [Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaar  |Penandaan (fagging ) Produk Dalam Negeri melalui
melatui Sistem {nformasi Rencana Umum  |Barang/Jasa dan Pakel Pengadaan yang Sistem Informasi Rencana Umum Peagadaan
Pengadaan (SIRUP) Tertandai {fagging ) Produk Dalam Negeri {SIRUP)
Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran
Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
{SIRUP)
RA3, Mencantumkan Kewajivan KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan TIO3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman i Laporan TWH
Penggunaan Praduk Dalam Negeri (Nifai  |Produk Dalam Negeri {Nifai TKDN} dalam Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri
TKDN]) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat |(Nilai TKDN) dalam Seliap Kentrak Pangadaan
Teknis/Kentrak/Surat Pesanan Pengadaan |Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Proguk
Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi | Terdapat Reatisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri {Nilai TKDN) dalam BAST,
Penggunaan Produk Dalam Megeri (Nifai | Dalam Nageri (Nilai TKDN} dalam BAST.
TKDON) dalam BAST Tidak Lebif Rendah T/03.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman { Lapcran T™wil
daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Kewajihan Penggunaan Produk Dalam Neges:
Teknis/Kontrak/Surat Pesanan. (Nilai TKDN) dalam Seliap Konirak Pengadaan
Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk
Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.
T/03.1.3. Hasil Rekapiiulasi Pencantuman { Laporan TW i

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negexi
(Nilai TKDN) dalam Setiap Kentrak Pengadaan
Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk
Dalam Negeri {Nilai TKDN) datam BAST,
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Ti03.1.4, Hasil Rekapitulasi Pencantuman
Kewajiban Penggunaan Produk Datam Negeri
{Nilai TKON) dalans Setiap Konirak Pengadaan
Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk
Dalam Negeri (Nitai TKDN) dalam BAST.

1 Laporan

TWiV

RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja
Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui
a-Order

KK4. . Terfaksananya Seluruh Kegiatan
Penyediaan Makan/Minum Menggunakan
Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
melalui g-Order

T/O4.1.1. Laporan Hasit Belanja Kegiatan
Penyedizan Makan/Minum melalui e-Order

1 Laporan

Wi

T/04.1.2, Laporan Hastt Belanja Kegiatan
Penyediaan Makan/Minum melakii e-Order

1Laporan

Wil

T/04.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan
Penyediaan MakanMinum melalu; e-Ordar

1 Laporan

TWII

T/04.1.4. Laporan Hasil Belania Kegiatan
Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order

1 taporan

WIV

RA5. Melaksanakan Pemantauan dan
Evaluasi internal terhadap Kepatuhan
Belanja Produk Dalam Megeri

KK5.1. Terlaksanzanrya Pemantauan dan
Evaluasi internal terhadap Kepatuhan
Belanja Produk Daiam Negeri

T/05.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Internal terhadap Kepaluhan 8elanja Produk
Dalam Negari

1 Laporan

TWI

T/05,1.2, Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Internal terhadap Kepaluhar Belanja Produk
Dalam Negeri

1 Laporan

T/05.1.3. Laporan Hasil Pemaniavan dan Evaluasi
Internai terhadap Kepatuhan Belanja Produk
Dalam Negeri

1 Laporan

TWHl

T/O8,1.4. Laporan Hasil Pemantacan dan Evakiasi
Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk
Dalam Negeri

1 Laporan

Wi

Terwujudnya Lingkungan
Organisasi yang mendorong
Pembelajaran, Kelaberasi dan
Berbagi Pengetahuan

Persentase implementasi
berbagi pengetahuan melalui
Komunitas Pembelajar

100%

RAY. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen
Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran

KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN
ientang Manajemen pengetahuan

TIO1.1.1. Terbenluknya Komunitas Pembelajar dan
Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun
2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat
Daerah

1 Dokumen

Wi

RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset
Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar

KK2.1, Terlaksananya Kegiatan Komunitas
Pembelajar

TIG2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan
Kemunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen
aset pengetahuan

2 {okumen

™

T/02.1.2, Tersedianya Dokumentasi Kegiatan
Komunitas Pembelajar dan Tersegiaaya Dokumen
aset pengetahuan

2 Dokumen

Wil

T/02,1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan
Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dckumen
aset pengetahuan

2 Dokumen

TWIY

Kepala Bagian Hukum,
Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

100%

RA{. Mengikuli Pendidikan dan Pelatifian
Manajemen Risiko bagi para Pejabat
ditetapkan sebagai Manajer Risikeo,
Koordinator Ristko dan Pemilik Risiko

KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatinan Manajemen Risiko bagi para
Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko,
Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko

TIO1.4.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer
Risiko, Koerdinator Risiko dan Pemilik Risike

1 Dekumen

TWi

RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi
Impiementasi Manajemen Risiko pada
Seluruh Pegawal

KK2.1. Terlaksaranya Sosialisasi
Implementasi Manajemen Risiko pada
Seleruh Pegawai

T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi
Implementasi Manajemen Risiko pada Sefunih
Pegawai

1 Dokumen

TWII

RA3. Melakukan Pemantauan atas
Petaksanazan Penanganan Risiko

KK3.1. Terlaksananya Pemantauan alas
Pelaksanaan Penanganan Risiko

T/03.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas
Pelaksanaan Penanganan Risiko

1 Dokumen

Wi

RA4. Melakukan Pemaniauan alas
Pelaksanaan Penanganan Risiko

KK4.1. Terlaksananya Pemaniauan atas
Pelzksanaan Penanganan Risiko

T/04.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas
Pelaksanaan Penanganan Risiko

t Dokumen

TWIV

Kepala Bagian Program,
Pelaporan dan Keuangan
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran alas Aspek
Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

71%

RA1. Menyusun target keluaran
kegiatan/subkegiatan pada sistem monev
Bappeda

KK.1.1. Tersusunnya target keluaran
kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip

T/01.1.1. Data target keluaran
kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda

1 Data

WI

RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri
(SPS) target bulanan proyeksi penyerapan
APBD dalam proyeksi APBD/
proyeksiapbd.jakarta.go.id

KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan
Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi
penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/
proyeksiapbd.jakarta.go.id

T/02.1.1. data SPS pada sistem
proyeksiapbd.jakarta.go.id

1 Data

RA3. Melakukan menitoring dan evaluasi
kinerja anggaran atas aspek implementasi.

KK.3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas
target keluaran dan implementasi SPS.

T/03.1.1. Laporan hasil menitoring dan evaluasi
kinerja anggaran atas target keluaran dan
implementasi SPS.

1 Laporan

™wWI

T/03.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
kinerja anggaran atas target keluaran dan
implementasi SPS.

1 Laporan

T/03.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
kinerja anggaran atas target keluaran dan
implementasi SPS.

1 Laporan

TWIII

T/03.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
kinerja anggaran alas target keluaran dan
implementasi SPS.

1 Laporan

TWIV

Kepala Bagian Program,
Pelaporan dan Keuangan

Meningkatnya penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi
temuan hasil pemeriksaan
eksternal (BPK)

Persentase progress
penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

100%

RA1. Menyusun sirategi penyelesaian atas
TLHP BPK RI

KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut
atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
BPK

T/01.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

1 Dokumen

T/01.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

1 Dokumen

T/01.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

1 Dokumen

TWII

T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

1 Dokumen

WIvV

KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan
evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan
hasil pemeriksaan BPK

T/01.2.1. Laperan hasil monitoring dan evaluasi
atas rencana tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK

1 Laporan

T/01.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
atas rencana tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK

1 Laporan

T/01.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
atas rencana tindak lanjui temuan hasil
pemeriksaan BPK

1 Laporan

Wi

T/01.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
atas rencana tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK

1 Laporan

TWIV

Kepala Bagian Program,
Pelaporan dan Keuangan

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

Jakarta,

2025

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

—S%=
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